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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 198/Pdt.G/2018/MS.Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

      Mahkamah Syari’yah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan

mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan

MajelisHakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat,  umur  43  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SMK,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung

Pantan Lues, Kecamatan  Gajah putih, Kabupaten Bener

Meriah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam,  pendidikan terakhir S-1, pekerjaan

wiraswasta, tempat tinggal  di  Komplek Pensiunan ABRI

126,  Desa  Damuli  Kebun,  Kecamatan  Kualuh  Selatan,

Kabupaten Labuhan Batu Utara, Propinsi Sumatra Utara,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 

Mahkamah Syari’yah tersebut tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta

kesimpulan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya tertanggal  4 September

2018  terdaftar  di  Kepaniteraan  Mahkamah  Syari’yah  Simpang  Tiga

Redelong, Nomor  198/Pdt.G/2018/MS.Str, tanggal 5 September 2018 telah

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut  :
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1. Bahwa  pada hari Kamis tanggal 18 Februari 1999 telah dilangsungkan

perkawian  antara  Penggugat   dengan  Tergugat  yang  dilaksanakan

menurut  hukum  dan  sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  agama  Islam.

perkawinan tersebut telah dicatatkan  Kantor Urusan Agama  Kecamatan

Timang Gajah,  Kabupaten Bener  Meriah sebagaimana tercatat  dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor . 469/47/II/1999 tanggal 18 Februari 1999;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan Tergugat berstatus

jejaka; 

3.   Bahwa  setelah   menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

kediaman  bersama  di  Komplek  Pensiunan  ABRI  126,  Desa  Damuli

Kebun,  Kecamatan  Kualuh  Selatan,  Kabupaten  Labuhan  Batu  Utara,

Propinsi Sumatra Utara;  

4.   Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri dikaruniai    3

(tiga) orang anak yang bernama;

       a.  Anak Penggugat dan Tergugat I,  laki-laki,  lahir  pada tanggal 13

Agustus 1999, dalam asuhan Tergugat;

       b.  Anak Penggugat dan Tergugat II,  laki-laki  lahir  pada tanggal   9

Agustus 2003 dalam asuhan Tergugat; 

       c.  Anak Penggugat dan Tergugat III, perempuan, lahir pada tanggal 7

Nonvember 2005, dalam asuhan Penggugat;

5.    Bahwa,    kebahagiaan  yang  dirasakan  Penggugat  setelah  berumah

tangga  dengan  Tergugat  hanya  berlangsung  dua  tahun,  setelah  itu

ketentraman  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak

harmonis karena antara Penggugat dengan  Tergugat terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang  penyebabnya  Tergugat

sering  berselingkuh  dengan  wanita  lain  dan  sering  bergonta  ganti

pasangan; 

6.   Bahwa, puncak dari  perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2010, ketika itu Penggugat pergi

meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat   di

Kampung  Pantan  Lues,  Kecamatan  Gajah  putih,  Kabupaten  Bener
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Meriah  karena  Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi  bersuamikan

Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah

rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya

suami istri; 

7.    Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi  menyelamatkan

perkawinan,  namun  Penggugat  tidak  mau  dan  tidak  sanggup  lagi

bersuamikan  Tergugat  sehingga  usaha  mendamaikan  tersebut  tidak

membuahkan hasil; 

8.   Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan

tujuan  dari  suatu  perkawinan  sehingga  lebih  baik  diputus  karena

perceraian; 

Berdasarkan  dalil  dan  alasan-alasan  hal-hal tersebut  di  atas,  maka

dengan  ini  Penggugat  memohon  kepada  Ketua  Mahkamah  Syari’yah

Simpang  Tiga  Redelong  cq  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  ini  untuk  dapat  menentukan  hari  persidangan  kemudian

memanggil  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  diperiksa  dan  diadili,

selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak satu ba’in sughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap

Penggugat ( Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku; 

SUBSIDER:

      Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono) ; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapka Penggugat telah datang

menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang

menghadap  atau  menyuruh  orang lain  untuk  datang  menghadap  sebagai
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Kuasa atau wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan sidang yang

dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil secara  resmi dan  patut, dan

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang

sah, maka perkara dilanjutkan dengan acara verstek;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar supaya damai

hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak

berhasil;

Bahwa  selanjutnya  dibacakan  surat  gugatan  Penggugat  dan

Penggugat  telah  meberikan  keterangan  secukupnya  dengan  tidak  ada

perobahan atau tambahan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti surat berupa: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masniati (Penggugat) Nomor.

1117016606750001  tanggal 12 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas DUKCAPIL Kabupaten Bener Meriah, telah bermeterai cukup dan

telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P. 1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor. 409/47/II/1999  tanggal 18 Februari

1999, yang  dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang

Gajah,  Kabupaten Bener Meriah,  bermeterai  cukup Ketua Majelis  bukti

tersebut  telah  diperiksa  dan  telah  ternyata  cocok  dan  sesuai  dengan

aslinya kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;

Bahwa  selain  mengajukan  bukti  surat,  Penggugat  telah  pula

mengajukan  saksi-saksi  yang  di  sidang  telah  memberikan  keterangan  di

bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

petani,  bertempat tinggal  di  Kampung Pantan Lues,  Kecamatan  Gajah

Putih, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat karena Penggugat  tetangga

saksi dan   kenal dengan   Tergugat  sebagai suami Penggugat sejak

mereka menikah sekitar  tahun 1999 yang lalu   ,Tergugat  bernama

Ramli;
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- Bahwa  pada  saat  menikah  Penggugat  berstatus  perawan  dan

Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama  di

Medan kemudian pindah ke Kampung Panta Lues sejak 8 (delapan)

tahun yang lalu, dan telah dikaruniai tiga orang anak sekarang  dalam

asuhan Tergugat  dua orang anak dan yang bungsu dalam asuhan

Penggugat 

- Bahwa keadaan  rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat  pada

awalnya  berjalan  rukun  dan  damai,  kemudian   rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

hal ini saksi tahu dari laporan Penggugat kepada saksi penyebabnya

saksi tidak tahu;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 8 tahun

yang lalu.  selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak

pernah  datang  untuk  menjempu  ataupun  melihat  dan  juga  tidak

pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;    

2.   Saksi  II,  umur  44  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  MAN,

pekerjaan petani (Imam Kampung), tempat tinggal di  Kampung Pantan

Lues,  Kecamatan  Gajah  Putih,  Kabupaten  Bener  Meriah  dibawah

sumpah menerangkan sebagai berikut:

     - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga

sekaligus warga  saksi dan   kenal dengan   Tergugat  sebagai suami

Penggugat sejak mereka menikah pada tahun 2003 yang lalu; 

- Bahwa  pada  saat  menikah  Penggugat  berstatus  perawan  dan

Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama  di

Rantau  prapat  Sumatar  Utara,  kemudian  Penggugat  pindah  dan

pulang ke Kampung Pantan Lues Kecamatan Gajah putih, Kabupaten

Bener Meriah, sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3

orang anak;   

- Bahwa keadaan  rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat  pada

awalnya  berjalan  rukun  dan  damai,  kemudian   rumah  tangga
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Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

hal ini saksi tahu dari laporan Penggugat kepada saksi penyebabnya

saksi tidak tahu;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 8 tahun

yang lalu.  selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak

pernah  datang  untuk  menjempu  ataupun  melihat  dan  juga  tidak

pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;       

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerangkan

bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup dan benar; 

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  yang

pada  pokoknya  Penggugat  tetap  pada  gugatannya  untuk  cerai  dan

Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon

putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat  uraian putusan ini  ditunjuk

kepada hal-hal sebagaimana  tercantum dalam berita acara sidang perkara

ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan

Tergugat  tidak  pernah  hadir,  karena  ternyata  Tergugat  meskipun  telah

dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan  pula tidak

ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang

sah, maka Tergugat  harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat

sebagaimana yang dimaksudkan dalam  pasal 4 dan 7 ayat  (1) Peraturan

Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2016 tidak  dapat

dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan

upaya  perdamaian  dengan  jalan  memberikan  nasihat  kepada  Penggugat

agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya

telah dilakukan Majelis Hakim di   persidangan dan telah pula diupayakan

damai oleh keluarga dan Aparat Kampung, namun upaya tersebut juga tidak

membuahkan  hasil,  oleh  karenanya  ketentuan  pasal  82  ayat  (1)  dan  (4)
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Undang-undang Nomor  7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang

undang nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah

terlaksana;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir  dan

gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang,  bahwa  memahami  ketentuan  pasal  149  ayat  1  R.Bg

bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

sepanjang bedasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

berpendapat  perlu  membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membuktikan

dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatannya  Penggugat  mendalilkan  bahwa

pada   tanggal   18  Februari  1999  Penggugat  dan  Tergugat  melangsungkan

pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Timang

Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  gugatannya  tersebut,

Penggugat telah mengajukan bukti P.2,  yang merupakan bukti akta autentik

dan  telah  bermeterai  cukup  dan  cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut

menjelaskan  mengenai  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat  yang

dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), sehingga bukti tersebut telah

memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik telah bermeterai

cukup dan telah dicockkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan bahwa

Penggugat  benar  tempat  tinggal  di   Kampung  Pantan  Lues,  Kecamatan

Gajah  putih,  Kabupaten  Bener  Meriah,  maka  sesuai  pasal  142  RBg

Mahkamah Syari’yah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara

ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  65  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009

menyebutkan  bahwa  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan di  depan  sidang
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Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak; 

Menimbang, bahwa dalam ketentuan  pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  menyebutkan bahwa  untuk

melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan

dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang,  bahwa  dalam  Pokok  gugatan  perceraian  Penggugat

mendasarkan pada alasan sebagaimana dalil gugatan penggugat dalam duduk

perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis,  untuk memenuhi

ketentuhan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Penggugat

juga telah mengajukan dua orang saksi  ke persidangan  yang merupakan

orang  yang  dekat  dengan  Penggugat  dan  terhadap   saksi-saksi  tersebut

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa

dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana

yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi   Penggugat  adalah fakta yang

dilihat,  didengar  dan dialami  sendiri  dan relevan dengan dalil  yang harus

dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat

keterangan saksi-saksi  yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi

syarat  materiil  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  308  R.Bg  sehingga

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat

bersesuaian dan cocok  dengan bukti  P.1 dan P.2   bersesuaian dengan

yang lain oleh karena itu keterangan  saksi tersebut memenuhi ketentuan

pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2  dan keterangan saksi-

saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai

berikut :
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- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah pasangan suami istri,  menikah

pada tanggal 18 Februari 1999;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai

tiga orang anak;

- Bahwa antara  Penggugat  dan  Tergugat  sekarang  telah  hidup  berpisah

sudah 8 tahun lamanya,  

- Bahwa sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa   penyebabnya  berselisih  dan  bertengkar  karena  Tergugat

berselingkuh dengan wanita lain dan sering gonta ganti pasangan;   

- Bahwa  peselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

- Bahwa  Majelis  Hakim  sudah  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat

dengan  memberikan nasehat supaya bersabar untuk bisa berkumpul lagi

Penggugat dan Tergugat  namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut,  maka  jika

dihubungkan  dengan  petitum  Penggugat  angka  2  telah  ditemukan  fakta

hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;

- Bahwa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis sering terjadi perselisihan dan bertengkar  dan sudah berpisah

sudah delapan tahun yang lalu  hingga sekarang; 

- Bahwa  antara  keduanya  sudah  diusahakan  perdamaian  namun  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan - pertimbangan

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil - dalil

gugatan  Penggugat  yang  menyebutkan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  tidak  harmonis  lagi  sebagaimana  posita  angka  5 dan  6 telah

sepenuhnya menjadi tetap;

Menimbang,  bahwa dengan  telah  terbuktinya  posita  angka  5 dan  6

maka sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak

harmonis  dan  sering  terjadi  perselisihan  maupun  pertengkaran  meskipun
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penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka  5 dan 6  telah

tidak terbukti; 

Menimbang,  bahwa dalam kondisi  rumah yang demikian,  kehidupan

keluarga  sakinah  mawaddah  dan  rahmah  sebagai  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah SWT yang tersebut dalam

surat  Ar  Rum  ayat  21  jelas  tidak  akan  tercapai,  dan  bahkan  apabila

perkawinan antara Penggugat  dan Tergugat  tersebut  tetap dipertahankan,

antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  akan  dapat  melaksanakan

kewajibannya masing-masing sebagai  istri  dan atau suami sehingga akan

menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi; 

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga

harus  lebih  didahulukan  dari  pada  mendatangkan  kemaslahatan  sesuai

qaidah  yang  artinya  “Menolak  mafsadat  lebih  didahulukan  daripada

mendatangkan kemaslahatan”

Menimbang,  bahwa  dari  apa  yang  telah  dipertimbangkan  di  atas,

Penggugat yang mohon ditetapkan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat

tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam

penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan  pasal

116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam .  Oleh karena itu,  gugatan tersebut

patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan Undang undang nomor 3 tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009,

maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan   dan  segala  peraturan  Perundang- undangan serta

dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.   Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

meghadap ke persidangan, tidak hadir;
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2.    Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3.    Menjatuhkan talak  satu  ba'in  sughra   Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4.   Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara  sejumlah Rp.

691.000,- ( enam ratus sembilan  puluh satu ribu ribu upiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Mahkamah Syari’yah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa  tanggal  27

November 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabi’ul Awal 1440 H oleh

kami Drs. Kamaruddin Abdullah, sebagai Hakim Ketua Majelis, Win Syuhada,

S.Ag, S.H, M.CL dan Ertika Urie, S.HI, M.HI  masing-masing sebagai Hakim

Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis  dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota

dan di bantu oleh Agus Hardiansyah, SH  sebagai Panitera  Pengganti serta

dihadiri pula oleh Penggugat tanpa  hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.CL Drs. Kamaruddin Abdullah 

Hakim Anggota
Panitera Pengganti

Ttd
ttd

Ertika Urie, S.HI, M.HI

Perincian Biaya  :

- Pendaftaran Rp.    30.000,00
- Biaya Proses Rp.    50.000,00
- Panggilan sidang Rp   600.000,00
- Redaksi Rp.      5.000,00
- Meterai                                   Rp       6.000,00  
   Jumlah            Rp   691.000,00
(enam  ratus sembilan  puluh satu ribu rupiah)

Agus Hardiansyah, SH
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